
­ Bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan 

tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan 

umum dan pelaksanaan proyek strategis nasional yang berdampak pada 

pengelolaan aset desa mengenai tukar menukar tanah desa untuk dilakukan 

percepatan penyelesaiannya. 

 

­ Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); 

UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 

dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950;UU No.6 Thn 

2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Thn 

2024; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan UU  No. 9 Thn 2015; PP No. 43  Thn 2014 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 1 Thn  

2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 3 Thn 2024; 

PERMENDAGRI No.20 Thn 2018; PERDA No. 6 Thn 2016; PERBUP No. 51 Thn 

2018 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 9 Thn 2020. 

­ Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang persetujuan pencairan dan 

penggunaan ganti kerugian berupa uang atas tukar menukar tanah desa dengan 

menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud dan  

tujuannya sebagai pedoman serta menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah 

pusat terkait dengan tukar menukar aset desa berupa tanah untuk 

pembangunan bagi kepentingan umum dan pelaksanaan proyek strategis 

nasional dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dan memberikan kepastian 

hukum mengenai ketentuan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa 

uang atas Tukar Menukar Tanah Desa. 
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